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RINGKASAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan, pendirian Yayasan di
Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan
Yurisprudensi. Akibat tidak adanya peraturan tertulis yang mengatur Yayasan maka tidak
ada keseragaman hukum yang menjadi dasar pendirian Yayasan serta landasan bagi
Yayasan dalam menjalankan kegiatannya sebagaimana seharusnya dimuat dalam
Anggaran Dasar Yayasan sehingga banyak terjadi penyalahgunaan Yayasan.

Pada tahun 2001 lahirlah UU No. 16/2001 yang kemudian pada tahun 2004 diikuti
dengan diundangkannya UU No. 28/2004 tentang Perubahan UU No. 16/2001 tentang
Yayasan. Yayasan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2001 adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
Pemerintah perlu mengeluarkan adanya peraturan hukum yang mengatur tentang
Yayasan, terutama dalam hal mewajibkan seluruh Yayasan-Yayasan di Indonesia yang
telah ada dan didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan untuk segera
melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sehingga melalui hal tersebut diharapkan
akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia
serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Dengan adanya hukum positif dalam
aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap akan memberikan pemahaman yang
benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, memberikan landasan yuridis yang pasti
tentang Yayasan serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai badan hukum yang
mempunyai maksud dan tujuan pendirian yang bersifat sosial, keagamaan dan
kemanusiaan.

Menurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 28/2004, bagi Yayasan yang telah terdaftar,
maka diberikan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya UU No.
28/2004 untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sehingga keberadaan
Yayasan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Undang-Undang
Yayasan, karena di dalam Anggaran Dasar akan memuat penerapan Undang-Undang
tersebut. Penyesuaian tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian Anggaran
Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 28/2004. Sedangkan bagi
Yayasan yang tidak terdaftar juga tetap wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan
wajib pula mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar kepada Menteri dalam
waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU No. 28/2004 berlaku, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 28/ 2004.

Batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan UU
No. 16/2001 tentang Yayasan juncto UU No. 28/2004 tentang Perubahan Atas UU No.
16/2001 tentang Yayasan telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008 dan pemberitahuan
atau pelaporan hasil penyesuaian tersebut berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan diatas, maka permasalahan
yang akan diteliti adalah :
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1. Urgensi penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan terhadap UU No. 16/2001 juncto

UU No. 28/2004.

2. Akibat hukum apabila Yayasan belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya

menurut Pasal 71 UU No. 28/2004 juncto Pasal 39 PP No. 63/2008.

Hasil penelitian ini, yaitu :

Pertama, urgensi penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan terhadap UU No. 16/2001
juncto UU No. 28/2004 antara lain : belum adanya landasan atau dasar hukum yang jelas
yang mengatur mengenai Yayasan, banyak Yayasan yang dalam pelaksanaan usaha dan
kegiatannya menyimpang dari maksud dan tujuan semula Yayasan tersebut didirikan,
Pemerintah menghendaki adanya keterbukaan dalam pendirian maupun pengelolaan
Yayasan serta Pemerintah menghendaki adanya pengelolaan Yayasan secara profesional.

Kedua, akibat hukum apabila Yayasan belum melakukan penyesuaian Anggaran

Dasarnya menurut Pasal 71 UU No. 28/2004 juncto Pasal 39 PP No. 63/2008, yaitu
akibat hukum secara internal maka terhadap Yayasan yang terdaftar serta tidak
melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya menurut Pasal 71 ayat (4) UU No. 28/2004
Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat
dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang
berkepentingan. Sebagai peraturan pelaksana dikeluarkan Pasal 39 PP No. 63/2008
ditentukan bahwa Yayasan tersebut harus bubar diikuti dengan proses likuidasi serta
menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama. Jadi Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan
kehilangan kewenangannya sebagai badan hukum dan Yayasan tersebut harus bubar yang
wajib diikuti dengan likuidasi.
Sedangkan akibat hukum secara eksternal terhadap pihak ketiga maka bubarnya Yayasan
tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sebagai konsekuensi Yayasan telah kehilangan
kedudukan sebagai badan hukum, maka para pendiri dan pengurus dianggap bertindak
untuk diri sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga secara tanggung
renteng. Hal ini tentu perlu dicermati oleh pihak-pihak ketiga yang membuat perjanjian
maupun melakukan perbuatan hukum dengan Yayasan.
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ABSTRACT

At first the establishment of Foundation in Indonesia is based on the habits of
society, doctrine, and Jurisprudence. Due to the lack of written rules governing the
Foundation, there is no law uniformity, which in turn, caused inappropriate exploitation
of Foundation. Therefore, Acts that regulates Foundation was established.

With the issuance of the Foundation Acts, Government obliged every Foundations
in Indonesia which has existed and established before the implementation of the
Foundation Acts to promptly make some adjustments to its Statute. The deadline
Foundation Statute adjustment to comply with Act No. 16/2001 concerning Foundation
juncto Act No. 28/2004 concerning the Adjustment Of Act No. 16/2001 for Foundation
has ended on October 6th, 2008 and the notification or announcement of the final
adjustment is ended on October 6th, 2009.

Based on the description presented above, therefore in this thesis the writer will
discuss some problems regarding :

1. Foundation Statute adjustment urgency to Act No. 16/2001 juncto Act No. 28/2004

2. The legal consequences if the Foundation had failed in adjusting the Statute according
Article 71 Act No. 28/2004 juncto Article 39 Government Enactment No. 63/2008

The results of this research are:

1. Foundation Statute adjustment urgency purposes are administering a definite
jurisdictional fundamental concerning Foundation, transparancy in establishing
Foundation and also managing Foundation profesionally;

2. The internal legal consequences to the respective Foundation is the lost of its rights as
legal entity, therefore must be terminated and required to be followed by liquidation.
External legal consequences are the founders and administrators are considered acting
on behalf of themselves and fully responsible to the third party coherently.

From the research results, the author recommends the government to socialize more
intensively regarding the mandatory Foundation Statute adjustment to every stratums of
society, with priority on Foundations and Notaries in Indonesia. Hopefully government in
conjuring Enactment from an Act is able to construct a comprehensive regulation in order
to cause no difficulties during the implementation, thus plausible to generate a definite
law concerning Foundation in Indonesia.

Hopefully this thesis would be a benefitial and informational article for its readers.
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